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PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK BEIANJA HIBAI+ UANG KEPADA

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA PENPEN KECAMATAN MUNDU

PEKERIAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang      :  a.  bahwa  jembatan   merupakan   salah   satu  prasarana  yang
menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  dan  mempunyai
fungsi sosial yang sangat penting bagi pengguna jalan;

b. bahwa   untuk   mendorong   konektivitas   antar   wilayah   dan
meninedratkan     perekonomian     masyarakat,     serta     untuk
menciptakan      kepastian      hukum      dalam      pelaksanaan
pembangunan     infrastruktur     jalan      dan     jembatan      di
Desa Penpen Kecamatan Mundu, maka diperlukan peningkatan
kualitas infrastruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf  a  dan  humf  b,  perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati
tentang   Peherima   dan   Besaran   Penerimaan   Belanja   Tidak
Terduga        Untuk        Belanj a        Hibah        Uang        Kepada
Lembaga    Pemberdayaan    Masyarakat    (LPM)    Desa    Penpen
Kecamatan  Mundu  Pekeljaan  Pembangunan  Jembatan  Tahun
Anggaran 2024;

Mengingat         : 1.   Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  Pembentukan
Daerah-Daerah           Kabupaten           Dalam           Lingkungan
Propinsi    Djawa   aarat    (Berita   Negara   Republik   Indonesia
tanggal  8  Agustus   1950)   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968  tentang  Pembentukan
Kabupaten    Purvakarta    dan    Kabupaten    Subang    dengan
mengubah   Undang-Undang  Nomor   14   Tahun   1950   tentang



Pembentukan   Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam  Lingkungan
Propinsi  Djawa  Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1968  Nomor 31,  Tambahan I.embaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2.   Undang-Undang   Nomor   28  Tahun   2002   tentang  Bangunan
Gedung  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002
Nomor  134,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4247)  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti     Undang-Undang  Nomor  2
Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   menjadi   Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  41,
Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.   Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2011  tentang Perumahan dan
Kawasan  Permukiman  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2011  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penefapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-
Undang   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

4.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587)  sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2
Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   menjadi   Undang-Undang
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor 41,
Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    14    Tahun    2016    tentang
Penyelenggaraan    Perumahan    dan    Kawasan    Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  101,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5833)
sebagalmana   telah   diubah    dengan    Peraturan    Pemerintah
Nomor   12   Tahun   2021   tentang   Perubahan  Atas   Peraturan
Pemerintah  Nomor   14  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan
Perumahan   dan   Kawasan   Pelmukiman   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6624);



6.   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2019  Nomor 42, Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6322) ;

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang
Bangunan    Gedung   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2021  Nomor 26,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

8.   Peraturan  PLesiden  Nomor  16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun  2018  Nomor  33),   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  PLesiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan
Atas   Peraturan   Presiden   Nomor    16   Tahun   2018   tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan  Menteri  Pekeq.aan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat
Nomor 07/PRT/M/2018 tentang BantLran Stimulan Pemmahan
Swadaya   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018
Nomor 403);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,      Kodefikasi,      dan      Nomenklatur      Perencanaan
Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  7  Tahun  2023
tentang Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun  Anggaran  2023  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2023 Nomor 7);

15.Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   58   Tahun   2018   tentang
Penyelenggaraan  Bangunan  Gedung  (Berita Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2018 Nomor 59 Seri E. 38);

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021  tentang Tata
Cara     Penganggaran,     Pelaksanaan     dan     Penatausahaan,
Pertanggungiawaban   dan   Pelaporan   serta   Monitoring   dan
Evaluasi   Belanja   Hibah   dan   Belanja   Bantuan   Sosial  yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Gerita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);



18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem
dan    Prosedur    Pengelolaan    Keuangan    Daerah    Pemerintah
Kabupaten    Cirebon    (B€rita    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Tahuri 2021 Nomor 171);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022  tentang Tata
Cara        Pengganggaran>        Pelaksanaan ,        Penatausahari ,
Pertanggungjawaban,  Pelaporan  serta  Monitoring  dan  Ewhuasi
Belanja   Tidak   Terduga   (Berita   Daerah   Kabupaten   Cirebon
Tatiun 2022 Nomor 46);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024  (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8).
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Menetapkan  Penerima  dan  Besaran  Penerimaan  Belanja  Tidak
Terduga    Untuk    Belanja    Hibah     Uang    Kepada    Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen Kecamatan Mundu
Pekeriaan   Pembangunan   Jembatan   Tahun   Anggaran   2024
sebesar            Rp.            753.040. 000,00            (Thjuh            Ratus
Lima     Puluh     Tiga     Jufa     Empat     Puluh     RIbu     Rupiah).

:      Penerima  Belanja  Hibah  Uang  Kepada  Lembaga  Pemberdayaan
Masyarakat   (LPM)   Deca  Penpen   Kecalnatan   Mundu   Kegiatan
Pembangunan  Jembatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum
KESATU wajib memanfaathan dana Belanja Hihah Uang Kepada
Lembaga      Pemberdayaan       Masyarakat       (LPM)       Pekeriaan
Pembangunan     Jembatan      guna      menin9katkan      kualitas
infrastruktur sesual peraturan perLmdang-undangan.

:      Dana   Belanja   Hibah   Uang   Kepada   Lembaga   Pemberdayaan
Masyarakat  (LPM}  Desa  Penpen  Kecamatan  Mundu  Pekeljaan
Pembangunan Jembatan disalurkan ke penerima Belanja Hibah
Uang  Kepada  Ilembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  De;;
Penpen  Kecamatan  Mundu  melalui  rekening  penerima  Belanja
Hibah  Uang  Kepada  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)
Desa  Penpen  Kecamatan  Mundu  pada  FT.  Bank Pembangunan_
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Surnber.

:      Pembiayaan pengeluaran penetapan Belanja Tidak Terduga unt`ik
Belanja Hibah Uang Kepada I,embaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)  Desa  Penpen  Kecamatan  Mundu  sebagaimana  dimaksud
pada Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.



RELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditefapkan.

Ditetapkan di Sunder
pada tanggal    14  ?tT@i   a'id6Z'4

BUPATI CIREON,
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Tembusan:
1. Yth. Ketua Dewan Perwahilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Kantor Cabang Sumber.
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NOTA   DINAS

Kepada
Dari

Tanggal
Nomor
Lampiran
Perihal

: BAPAK BUPATI CIREBON
: KEPALA DINAS PERulvIAHAN, RAWASAN PERRA-LJKIMA-N
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON

:     /4  Mei2024
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: Penerima Dan Besaran Penerimaan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja
Hibah   Uang   Kepada   Lembaga   Pemberdayaan   Masyarakat   (LPM)
Desa  Penpen  Kecamatan  Mundu  Pckeriaan  Pembangunan  `Jembat,an
Tahun Anggaran 2024

Dalam    rangka    mendorong    konektivitas    antar    wilayah    dan

meningkatken   perekonomfan   masyarakat,   scha   unfuk   meneir¥fakan
kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan infrastrukturjalan dan

jembatan   dj   Desa   Penpen   Kecamatan   Mundu,    maka   djperlukan
peningkatan   kualitas   lnfrastruktur   melalui   Penetapan   Penerima   dan
Besaran  Penerimaan Beladya Tidak Terduga  Untuk Belanja Hibah  Uang

Kepada   Lembaga   Pemberdayaan   Masyarakat   (LPM)   Desa   Penpen

Kecamatan     Mundu     Pekeeaan     Pembangunan     Jembatan     Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp. 753.040.000,00 ITujuh Ratus Lima Puluh Tiga

Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),

Gambar Teknis, dan Proposal teriampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bu.pati

berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Penerima

dan  Besaran  Penerimaan  Belanja  Tidak  Terduga  Untuk  Belanja  Hibah

Uang Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Penpen

Kecamafan     Mundu    Pekerjaan     Pembangunan     Jembatan     Tahun

Anggaran 2024.

Demikian   atas   perhatian   dan   perkenannya,    fami   hafuhan
terina kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,


